
BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan dalam 

bab sebelumnya, dapat ditarik beberapa kesimpulan penting mengenai peran 

UNHCR dalam perlindungan hak asasi manusia terhadap etnis Uighur di 

Xinjiang, China: 

1. Pertama bentuk perlindungan hak asasi manusia yang diberikan UNHCR 

terhadap etnis Uighur mencakup empat dimensi utama: (1) Perlindungan 

preventif melalui penerapan prinsip non-refoulement, yang merupakan 

prinsip fundamental dalam hukum pengungsi internasional dan telah diakui 

sebagai norma jus cogens yang tidak dapat ditangguhkan dalam keadaan 

apapun; (2) Penentuan Status Pengungsi (RSD) yang memberikan legitimasi 

hukum internasional bagi status mereka sebagai pengungsi yang memerlukan 

perlindungan; (3) Bantuan materiil dan kemanusiaan yang mencakup 

penyediaan tempat tinggal, makanan, akses kesehatan, dan pendidikan; serta 

(4) Advokasi dan diplomasi internasional untuk mendorong negara-negara 

mematuhi kewajiban mereka terhadap pengungsi. 

2. Perlindungan UNHCR dalam melindungi hak asasi manusia etnis Uighur 

dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: (1) Perlindungan fisik yang 

bertujuan memastikan keselamatan fisik pengungsi dari ancaman langsung 

seperti penangkapan, penahanan sewenang-wenang, atau pemulangan paksa; 

(2) Perlindungan hukum yang mencakup penentuan status pengungsi, 

pemberian dokumentasi hukum, dan akses terhadap bantuan hukum; serta (3) 



Perlindungan sosial-ekonomi yang memastikan pengungsi dapat memenuhi 

kebutuhan dasar hidup mereka melalui bantuan materiil dan akses terhadap 

layanan sosial. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan di atas, peneliti 

mengajukan beberapa saran yang ditujukan kepada berbagai pihak yang terkait 

dengan perlindungan hak asasi manusia pengungsi, khususnya etnis Uighur: 

1. Kepada UNHCR sebagai organisasi internasional yang bertanggung jawab 

atas perlindungan pengungsi, disarankan untuk memperkuat mekanisme 

monitoring dan pelaporan terhadap pelanggaran prinsip non-refoulement. 

UNHCR perlu mengembangkan sistem early warning yang lebih efektif 

untuk mendeteksi ancaman deportasi terhadap pengungsi Uighur dan 

melakukan intervensi diplomasi yang lebih proaktif kepada pemerintah 

negara-negara transit. Selain itu, UNHCR juga perlu meningkatkan 

transparansi dalam proses RSD dan memastikan bahwa keputusan 

penentuan status pengungsi dibuat berdasarkan penilaian yang objektif dan 

tidak terpengaruh oleh tekanan politik dari negara manapun. 

2. Kepada negara-negara transit yang menerima pengungsi Uighur, disarankan 

untuk menghormati kewajiban internasional mereka terhadap prinsip non-

refoulement dan tidak melakukan deportasi paksa meskipun mendapat 

tekanan politik atau ekonomi dari China. Negara-negara transit yang belum 

meratifikasi Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, seperti Indonesia, 

Thailand, dan Malaysia, sangat disarankan untuk segera meratifikasi 

konvensi tersebut dan mengembangkan kerangka hukum nasional yang 



komprehensif untuk perlindungan pengungsi. Kerangka hukum nasional 

yang jelas akan memberikan kepastian hukum bagi pengungsi dan 

membatasi ruang bagi tindakan sewenang-wenang yang dapat melanggar 

hak asasi manusia mereka. 
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